
 

 

MK Putus Permohonan Uji SKLN terkait Pelantikan Gubernur Kalsel 

 
Jakarta, 14 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan 

dalam pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Pemohon terhadap Presiden 

Republik Indonesia, pada Rabu (15/12), mulai pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan 

nomor perkara 2/SKLN-XIX/2021 ini diajukan oleh Khairil Anwar. 

Dalam permohonannya, Pemohon tak menyebutkan kedudukan hukum Pemohon. Namun, alasan 

Pemohon mengajukan perilhal sengketa ini karena pada saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Selatan, gugatan perselisihan hasil pemilihannya masih berproses di Mahkamah Konstitusi 

yaitu Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 

pendaftaran 42/PAN.ONLINE/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 pukul 10:44 WIB, tepat 2 jam 46 menit 

sebelum jadwal pelantikan yakni pukul 13.30 WIB di hari yang sama. 

Sebelumnya, perkara yang disebut Pemohon teregistrasi pada tanggal 26 Oktober 2021, telah diputus 

oleh MK pada Rabu (27/10) lalu, MK mengeluarkan ketetapan atas Perkara Nomor 151/PHP.GUB-

XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2020.  

Pada sidang perdana sebelumnya, Khairil menyatakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Selatan sebaiknya ditunda. Presiden sebaiknya menunggu proses permohonan yang 

diajukannya ke MK. Menanggapi permohonan Khairil, Wakil Ketua MK Aswanto memberikan nasihat 

kepada Khairil agar mempelajari hukum acara MK terlebih dahulu untuk berperkara di MK.  Aswanto 

melanjutkan, apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil, maka Mahkamah menganggap 

permohonan tidak layak untuk diteruskan. Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul 

mengatakan, apabila yang dipersoalkan Pemohon mengenai keppres, maka bukan kewenangan MK 

untuk menanganinya. Selanjutnya pada sidang kedua, Pemohon tidak hadir dalam persidangan namun 

menyerahkan bukti. (TIR) 
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